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PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PEI,AKSANAAN PERATURAN DAERATI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2OI3 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJ(ANAN

Menimbarrg : a.

DENGAN RAHM/TT TUHAN YANG MAHA hSA

BUPATI TEMANdGUNG

bahwa dengan berlakunya Peratrrran Daerah (abupaten
Temanggung Nomor 9 Tahun 2QI3 tentang Penyelenggaraan
Perika4an rnaka perlu diatur pelalrsanaannya;

bhhwa berdasar/<qn pertimbarlgan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perhr mgnetapkan Pefaturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
TembnSgung Nomor 9 Tahun ?Otg terlta.ng Penyelenggaraan
Perikanan;

Undartg-Undang Nomor 13 Tahqn 1950 tentarlg Pei+bentrXkan
Daerah-daerah Kabupaten bahm Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
Undartg-Uq4ang Nomor 31 Tahun 2OO4 terrtang Perikanan
(Lernbafe.n Negara Repub]ik Indonesih Tahqn 2AAt Nofnor
118, Tardbahan l,embaran Negara Republi,k Indonesi4 Nornor
4433) sebagaimana telah diubah {eyrgan Undang-Undang
Nornor f5 Tallun 2AO9 tentarlg Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3l Tahun 2OA4 tentang Perikdnan (lrmbaran
Nqgara Republik IndoneSia Tahun ?OOg Nomor L54,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
5O73);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan
Peraturan Pemndang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlL Irlomor 82, Tambahan Lembaran
Negata Republik IndonEsia I\omor 523\;
Undang-Uridang $opof 23 Tahun 2074 tgntang
Pembrintahan Daetah (Le.rnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indpnesia Nomor 5587) sebagaimana'telah diubah
dengan Peraturan PEmerintah Perrgganti Undang-Qndang
Nomdr 2 Tahgn 2AL4 tenta4g Pemerintahan Daerah
(tembaran Negara Relrublik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor'
246, Tarnbahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
sSpg);

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

+.



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten I Kota" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7371;
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2AO8
Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2OO8 Nomor 15) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 2l Tahun 20ll tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OLl Nomor 23);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun
2OO9 tentang lrigasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2OO9 Nomor 16);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2Al2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun
2Ofi-2A31 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 33);
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor Per.l2lMenl2OOT tentang Perijinan Usaha
Pembudidayaan lkan;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor Per.O5/Men/2OO9 tentang Skala Usaha di
Bidang Pembudidayaan Ikan.

MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 9
TAHUN 2OT3 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara€rn Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

8.

9.



5.

-+. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Temanggung.

6.
7.

Perikanan adalah semua..kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra
produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
Surnber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber
daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan
dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang
terkontrol.

10. Pengelolaan perikanan adalah semua Lrpaya, termasuk proses yang
terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perenca"naan,
konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan
implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan
di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang
diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati
perairan dan tujuan yang telah disepakati.

11. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan pelestarian dan
pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik
untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragaman
sumber daya ikan.

12. Setiap orang adalah or€rng perseorangan atau korporasi,
13. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang

belum dewasa.
14. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk

dijadikan induk.
15. Ikan konsumsi adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang

dipersiapkan untuk dikonsumsi.
16. Surat Izin Usaha Budidaya Ikan selanjutnya disingkat SIUBI adalah izin

tertulis yarlg harus dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang budidaya
ikan untuk dapat melakukan usaha pembudidayaan ikan dengan
menggunakan s€Lr€Lna-prasarana yang tercantum dalam izin tersebut.

17. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan selanjutnya disingkat SIUPHP
adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di
bidang pengolahan produk-produk perikanan untuk dapat melakukan usaha
pengolahan hasil perikanan dengan menggunakan sarana prasarana yang
tercantum dalam izin tersebut.

18. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan
lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang
ditimbulkan suatu kegiatan.

19. Gamet ikan adalah sel dari ikan yang diproduksi khusus untuk tujuan
reproduksi seksual atau untuk menghasilkan keturunan.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

"- Pasal 2

tU Maksud ditetapkalnJ'a Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
petunjuk bagi aparatur yang bertugas di bidang pengelolaan perikanan.

l2t T\rjuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mempermudah dan
memberikan kepastian dalam pengelolaan usaha perikanan.

BAB III
PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagran Kesatu
Tata Cara Pemasukan Benih Ikan, Calon Induk Ikan, dar- I atau Induk Ikan

Pasal 3

(U Setiap orang yar:rg akan memasukkan Benih ikan, calon induk ikan dar, I
atau induk ikan ke dalam Daerah harus melengkapi surat keterangan asal
benih ikan, calon induk ikan dan/atau induk ikan tersebut;

t2} Benih ikan, calon induk ikan, dan / atau induk ikan yang masuk ke Daerah
harus diperiksa kondisi fisik dan kesehatannya oieh pejabat dinas yang
membiCangi fungsi perikanan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengeluaran Benih lkan, Calon trnduk Ikan, dan I atau Induk lkan

Pasal 4

(U Setiap orang yang akan mengeluarkan Benih ikan, calon induk ikan, dan I
atau induk ikan dari Daerah harrs melengkapi surat keterangren dari
produsen benih ikan, calon induk ikan, dan I atau induk ikan;

(21 Benih ikan, calon induk ikan, dan I atau induk ikan yang akan dikeluarkan
dari Daerah harus mendapatkan"rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan
dan Perikanan Kabupaten Temanggung atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu
Paragraf 1

Konservasi Ekosistem

Pasal 5

Konservasi ekosistem dilakukan melalui kegiatan :

a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;



c.
d.
e

f.
ot'

penelitian dan pengembangan habitat dan populasi ikan;

fumanfaatan *r*b"t daya ikan dan jasa lingkungan sumber daya ikan;
pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
p*n[^*"**r, d*n pengendalian habitat dan populasi ikan; dan
monitoring dan evaluasi habitat dan populasi ikan'

P*agraf 2
Konservasi Jenis Ikan

Pasal 6

Konservasi jenis ikan dilakukan melalui kegiatan
a. penggolongan jenis ikan;
b. p.tt.i^p"n status perlindungan jenis ikan;
c. pemeliharaarljenis-jenis ikan;
d. pengembangbiakan jenis-jenis ikan; dan
e. penelitian dan pengembangan jenis ikan'

Paragraf 3
Konsert'asi Genetik Ikan

Pasal 7

Konservasi genetik ikan dilakukan melalui upaya :

a. pemeliharaan geneiik ikan;
b. pengembangbiakan genetik ikan;
c. penelitian genetik ikan; dan
d. peiestarian gamet ikan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

. Perbuatan Yang Mengakibatkan Pencernaran dan Kerusakan
Sumber Daya Ikan da:: I atau Lingkungan

Pasal 8

Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya

ikan atau iingkungannYa adalah :

a. mernbuang *"*p"t, apapun {rumah tangga, sisa-sisa- hasil pertanian I
perkebun*rr, U*L.ft perUlngkeirtr, limbah pabrik-an, lirnbah kesehatan, dan

i"irr-irirr; ke dalam lingkungan sumber daya ikan baik yang dilakukan dengan

sengaja maupun tidak sengaja;
b. mencuci hand sprayer atau wadah sejenis bekas penampung cairan pestisida

di lingkungan sumber daYa ikan;
c. melakukan penggalian, pengerukan, pengikisan tanah, dan penebangan

pepohonan di lingkungan u.r*b"t daya ikan yang dapat merusak ekosistem

ilttgt rrt gan lingkungan sumber daya ikan tersebut;
d. **,l.}rrrgt *p itian d*rgrn menggunakan alat tangkap dal bahan-bahan

p".ru.ngLap*r, y*rrg dapat *"ru*ik dan atau ineniusnahkan jenis-jenis ikan

*arprt biot lain di lingkungan surnber daya ikan;
e. melepaskan jenis-jenis ikarl v*s bersifat buas ke dalam lingkungan sumber

day.a- ikan baik secara sen{aju. *t*., ti{af sengaja yang dapat merusak I
memusnahkan jenis-jenis ikan dan bioia iain di lingkungan sumber daya ikan;



f. menangkap ikan di wilayah perkembangbiakan f nursery ground. jenis'jenis
ikan; dan

g. menangkap ikan pada saat jenis-jenis ikan sedang rnelakukan proses
pemijahan hingga ketika memljah.

Paragraf 2
Budidaya Ikan yang Membahayakan Sumber Daya Ikan

Pasal 9

Budidaya ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber
daya ikan, dan I atau kesehatan manusia adalah :

a. membudidayakan ikan phgron?w rnulai dari larva sampai dengan ikan
dewasa;

b. membudidayakan ular air I uLar kadut; dan
c. membudidayakan ikan introduksi baru hasil rekayasa genetika yang beium

mendapat pengesahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia.

BAB V
IZIN USAHA DI BIDANG PERIKANAN

Pasal 1O

Setiap orang yang melakukan usaha di bidang Perikanan wajib memperoleh izin
dari Bupati.

Pasal 11

Jenis Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O meliputi :

a. Rekomendasi Perijina:: Usaha Perikanan;
b. Surat Izin Usaha Budidaya Ikan {SIUBI}; dan
c. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan {SIUPHP}-

Rekomendasi Perijinan Usaha Perikanan

Pasal 12

1) Syarat uatuk mendapatkan Rekomendasi Perijinan Usaha Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 11 huruf a adalah :

a. surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Peternakan dan
Perikanan;

b. fo,tokopi NPWP; dan
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk {KTP} yang masih berlaku.

Zl Setelah persyaratan lengkap dan benar maka diterbitkan surat Rekomendasi
atau menolaknya dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, maksimal
5 {lima} hari kerja setelah diajukan;dan

3) Surat Rekomendasi berlaku selama 6 {enam} bulan, setelah itu dapat
diperpanjang kembali.



Surat lzrn Usafia Budidaya Ikan {SIUBI}

Pasal 13

(U Sya:'at untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Budidalra Ikan sebagaimana
dimaksud datam Pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut :

a. surat permohonan tertulis kepada Bupati;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rnasih berlaku;
c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya {apabila

mengalami perubahan) bagi yang berbentuk badan dan bagr. yang
berbentuk badan hukum perlu pengesahan dari instansi yang
berwenang;

d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pqiak {NPWP};
e. data personalia perusahaan;
f. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 buah;
g. fotokopi izin gangguan {HO);
h. surat pernyataaa bersedia mentaati perundang-undangan yang berlaku;
i. denah lokasi;
j. dokumen teknis sarana pembudidayaan ikan (aset perusahaan) meiiputi:

1. jenis usaha;
2. modal usaha;
3. luas unit usaha;
4. pendapatan usaha I tahun;
5. jumlah tenaga kerja;
6. penerapan teknolngi.

k. Surat Kuasa apabila permohonan diwakilkan.

{21 Tata cara memperoleh Surat lzin Usaha Budidaya Ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. pemohon yang teiah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat
Izin Usaha Budidaya Ikan mengajukan pernohonan izinkepada Bupati;

b. Bupaii seiambatnya 2O hari kerja sejak diterimanya permohonan izir.
dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima dan
setelah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk
berproduksi, teiah menerbitkan surat izin usaha budidaya ikan atau' rnerioiaknya;

c. penundaan pemberiart tzir. usaha budidaya ikan sebagaimana huruf b
dilakukan apabila pemoholl belum rnern€rruhi salah satu persyaratan
sebagaimana tersebut pada ayat {1};

d. pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum
dipenuhi selambatnya 6 (enam) bulan sejak menerima surat penundaan,
dan apabila dalam q.'aktu tersebut CCak dipenuhi maka permohonan lzin
budidaya ikan ditolak.

{3} Dalam hal pengajuan izin oleh badan, maka pernohon adalah pirnpinan
perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa;

(4i Izin usaha budidaya ikaa berlaku untuk seterusnya selama usaha budidaya
ikan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya dan wajib
melakukan daftar ulang setiap 2 {dua} tahun sekali ;dan

(5) Izin usaha budidaya ikan dapat dicabut apabila :

a" tidak melaksanakan kegiatan produksi setelah 3 (tiga) bulan sejak
dikeluarkanrrya izin atau menghentikan kegiatannya selama 1 {satu)
tahun berturut-turut;

b. melaksanakan pemindahan lokasi kegiatan tanpa persetujuan tertulis
dari pemberi izin;

c. memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan
kepada pemberi izin;



(1)

d. izin diserahkan kembali kepada pejabat pemberi izin; dan
e. tidak melaksanakan pelestarian lingkungan dan keselamatan kerja

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan TSIUPHP)

Pasal 14

Syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usa.ha Hasil Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah sebagai berikut :

a. surat permohonan tertulis kepada Bupati;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk {KTP) yang masih beriaku;
c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya (apabiia

mengalami perubahan) bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari
instansi yang berwenang bagi badan hukum;

d. fotokopi Nomor Pokok WajiLr Pajak {NPWP};
e. data personalia perusahaan;
f. pas foto ukuran 4 x 6 cm seban3rak 2 buah;
g. fotokopi izin gangguan {HO};
h. surat peroyataan bersedia mentaati perundang-undangan yarig berlaku;
i. denah lokasi;
j" dokumen teknis sarana pembudidayaan ikan {aset perusahaan} meliputi:

1. jenis ursaha;
2. modal usaha;
3. iuas unit usaha;
4. pendapatan usaha / tahun;
5. jumlah tenaga kerja;
6. penerapan teknoiogi.

k. surat rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
1. Surat Kuasa apabila permohonan diwakilkan.

Tata carr- memperoleh surat rzin usaha pengolahan hasil perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. pemohon yang telah memenlthi persyaratan untuk mendapatkan surat

irinusatra peigolahan hasii perikanan sebagaimana tersebut pad.a ayat

{1} mengajukan perrnohonan izin kepada Bupati;
b. Bupati selambatnya 20 hari kerja sejak diterimanya permohonan izin

dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima dan
setelah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaem untuk
berproduksi, telah menerbitkan surat izin usaha pengolahan hasil
perikanan atau menoiaknya;

c. penundaan pemberian izin usaha pengolahan hasil perikanan
sebagaimana huruf b dilakukan apabila pemohon belum memenuhi
salah satu persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1);

d. pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi pers3.aratan yang belum
dipenuhi seiambatnya 6 {enam} bulan sejak menerima surat penundaan,
dan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka permohonxt izin
usaha pengoiahan hasii perikanan ditolak.

Dalam hal pengajuan izin oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan
perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa;

Izin usaha pengolahan hasil perikanan berlaku untuk seterusny'a selama
yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya, dengan
ketentuan wajib meiakukan daftar ulang setiap 2 idua) tahun sekali;

(21

(3)

(4)



t5) Izin usaha pengolahan hasil perikanan dapat dicabut apabila :

a. iidak melaksanakan kegiatan produksi setelah 3 {tiga} bulan sejak
dikeluarkannya rzirl atau menghentikan kegiatannya selama 1 {satu}
tahun berturut-turut;

b. melaksanakan pemindahan lokasi kegiatan tanpa persetujuan tertulis
dari pemberi izin;

c. memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan
kepada pemberi izin;

d. iein diserahkan kembali kepada pejabat pemberi izin; dan
e. tidak melaksanakan pelestarian lingkungan dan keselamatan ke{a

sesuai dengan perundang-undangan yarrg berlaku.

Bagian 2
Daftar Ulang, Perubahan, Pengganiian Izin Usaha Bidang Perikanan

Daftar Ulang izin

Pasal 16

(1) Permohoneu: daftar ulang izin dilakukan oleh orang pribadi atau badan seeara
tertulis kepada Bupati;

(21 Persyaratan permohonan daftar ulang izin terdiri atas :

a. fotokopi KTP yang masih berlaku dari pemohon;
b. pas foto pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 buah;
c. surat izin asli;
d. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

Perubahamlzin

Pasal 1"7

(1) Setiap orang wajib mengajukan pennohonan perubahan inn apabila terjadi:
a. perluasan usaha;
b. pindah teirrpat usaha I alamat;
c. perubahan kepemilikan / penanggung jawab.

{21 Permohonarl perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
paling lama 1 (satu) bulan terhituhg sejak tanggal terjadinya perubahan.

Pasal 18

(U. Permohonan perubahan izin dilai<ukan oleh orang perorangan atau badan
secara tertulis kepada Bupati;

(21 Persyaratan perrnohonan perubahan izin terdiri atas :

a. fotokopi KTP yang masih berlaku dari pemohon;
b. pas foto pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 buah;
c. denah Lokasi;
d. data dukung perubahan;
e. alasan perubahan;
f. surat izin asli; dan
g. surat kuasa apabila permohonan d.iwakilkan.



Penggantian Izin

Pasal 19

(U Setiap orang wajib mengajukan permohonarl penggantian izin apahila surat
izin yang dimiliki hilang atau rusak.

{21 Persyaratan pei:nohonan penggaritian terdiri atas :

a. fotokopi KTP yang masih berlaku dari pemohon;
b. surat keterangan hilang dari pejabat yang berqrenang bagi yang surat

izinnya hilang;
c. surat izin asli bagi surattzrnyang rusak;
d. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

BAB VI
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 2O

Pemilik izin berkewajiban :

a. memberikan surat pernvataan bermaterai cukup bahwa semua dokumen
yang diajukan adalah benar dan sanggup menerima sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan;

b- memberikan informasi yang benar;
c. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen

lingkungan yang dimiliki;
d. memasang izin di lokasi usaha/ kegiatan yang mdah dilihat oleh umum; dan
e. memperhatikan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan agar dapat

dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 21

Pemilik izin mempunyai hak :

a. mendapatkan pembinaan atas kelangsungan usaha / kegiatannya;
b. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara layanan; dan
c. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme

yang berlaku.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 22

Pemilik izin dilarang :

a. melakukan usaha / kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
b. melakukan usaha / kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma kesopanan,

dan ketentuan perundang-undangan ;



c. melairukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan bahan atau alat
yang dapat merusak atau mencemari sumber daya perikanan dan
lingkungan;dan

d. memasukkan dan atau mengeluarkan ikan hidup dari dan /ata.u keluar
daerah taapa izin.

BAB \rII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha perikanan
dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;

{2} Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimala dimaksud
pada ayat {1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dapat bekerjasama
dengan instansi terkait;

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis perikanan sebagaimana
yang dimaksud pada ayat {1} dapat berupa :

a. bimbingan dan pengawasan langsung di lokasi; dan
b. bimbingan melalui petunjuk tertulis.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

{1) Setiap ora:irg yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 1O, Pasal 17, dan Pasal 19 akan dikenakan
sanksi administratif;

(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan
dengan cara :

a. pemberian teguran tertulis;
b. pencabutan izin; dan I atau
c. penutupan usaha.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) diberikan
sebanyak 3 {tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-rnasing
7 (tujuh) hari kerja;

{41 Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat t3} tidak
diindahkan maka izin dicabut;

(5i Teguran tertulis sebagaimzina dimaksud pada ayat {3} dikeluarkan oleh
Bupati;

{6} Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat {4} dilaksanakan oleh
Bupati; dan

tT) Penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada saat yang bersamaan atau setelah
dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat {6}.



BAB D(

YENTUAN 
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
I&"t rr"r, Bupati irri d"rrgan penempa.tannya dalam Berita Daerah Kabupaten
TemangSS€:*

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 1? I,etnrer i 14115

BUPATI TEMANGGU]VG

M. BAMBANG SUKARNO T
Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

€-z
BAMBANG ARROHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OT4 NOMOR...

.;i'."-. ,
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